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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 91 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MAKASSAR, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan  Wali Kota Makassar tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;. 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 680l); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 

dan dicabut  sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757);
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5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar  dan Kabupaten-
Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene  dan Kepulauan dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi  Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahunl 971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 2970);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang  Perubahan 

Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999  Nomor 193)  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun  2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6402); 
10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  
12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)  sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 157); 
13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781); 

14.  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun  2016 Nomor 8); 
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15.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran  Daerah Kota 
Makassar Tahun 2022 Nomor 3); 

16.  Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2021  tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah {Berita Daerah Kota 
Makassar Nomor 71 Tahun 2021);  

17.  Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 Tahun 2021 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2021 Nomor 110); 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri atas: 
 

1. Pendapatan  
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 1.140.328.483,697,93 
b. Pendapatan Transfer  Rp 1.986.482.874.976,00  
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.   159.237.138.720,00 

Jumlah Pendapatan  Rp 3.286.048.497.393,93 
 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja pegawai Rp 1.208.914.475.888,00 
2) Belanja barang dan jasa Rp 1.352.754.719.951,50 
3) Belanja bunga Rp                                  - 
4) Belanja Subsidi Rp                                  - 
5) Belanja hibah Rp    103.207.048.632,00 
6) Belanja bantuan sosial Rp           396.990.000,00 

  Rp  2.665.273.234.471,50 
b. Belanja Modal 

1)  Belanja modal tanah Rp       6.598.942.100,00 
2)  Belanja modal peralatan dan mesin Rp   110.252.404.448,00 
3) Belanja modal gedung dan bangunan Rp     34.540.693.805,57 
4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp   149.470.608.679,00 
5) Belanja modal aset tetap lainnya Rp.    22.109.380.993,00 

  Rp     322.972.030.025,57 
c. Belanja tidak terduga 

1) Belanja tidak terduga Rp.  162.251.464.497,00 

     Rp     162.251.464.497,00 
Jumlah Belanja Rp  3.150.496.728.994,07 
 
Surplus / (Defisit) Rp     135.551.768.399,86 
 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 592.213.054.243,79 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Makassar 

 

 

Muh. Izhar Kurniawan 

 

DANIATI 

 

b. Pengeluaran Rp     5.000.000.000.00 
Jumlah pembiayaan netto Rp    587.213.054.243,79 

 
Sisa lebih pembiayaan anggara tahun berkenaan  Rp    722.764.822.643,65 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I  Peraturan Wali Kota Makassar ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut ke dalam  Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Wali Kota Makassar ini.  
 

Pasal 5 
 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

 
Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal, 8 Agustus 2022 
 

WALIKOTA MAKASSAR, 

TTD 

            MOH. RAMDHAN POMANTO 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal, 8 Agustus 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

TTD 

    M.  ANSAR 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 91 
 
 

 


